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PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan,perubahan atau revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang telah selesai dilaksanakan

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Waibakul
Pada tanggal 8 Juli 2022




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR SOP

7 TAHUN 2022

TANGGAL 8 Juli 2022
PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH KETUA

NAMA SOP

KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

2. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

1. Memahami Legal Drafting.

2. Mampu menjalin koordinasi yang baik dengan

para pihak.

3. Mampu mengoperasikan komputer,




Kabupaten/Kota;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

SOP yang terkait Penyusunan Keputusan:
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Nota Dinas
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer,Printer dan Scaner

3. SOPJDIH 4. Jaringan internet
5., Stempel Salinan
b. Cap Dinas
PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka
proses Penyusunan Keputusan akan terhambat

Disimp-an dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KETUA KPU KAB SUMBA TENGAH
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKREATARIS KPU KAB SUMBA TENGAH

PELAKSANAAN MUTU BAKU
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